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MAJELIS PERMUSY AWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945
mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan
rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengeewantahkan
nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi
rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan
perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sgjalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa,
termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga
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perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan
rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Magelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan
kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
rangka mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan
rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, serta lembaga perwakilan rakyat
daerah.

Untuk mengembangkan kehidupan demokras dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagal penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah
daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspiras masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih
mampu mengegewantahkan nilai-nila demokratis dan memperjuangkan
aspiras rakyat dan daerah sesual dengan perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara, perlu penataan kembali kelembagaan Magelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam membentuk undang-undang yang mengatur secara komprehensif
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terjadi pengubahan judul, dengan
menghapus frasa “Susunan dan Kedudukan” yang tercantum dalam judul
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Penghapusan tersebut dimaksudkan
untuk tidak membatas pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan
susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang
lebih bersifat komprehensif.

Berkaitan dengan penguatan dan pengefektifan kelembagaan MPR, DPR,
DPD, dan DPRD, terdagpat penambahan, pengubahan penamaan
(nomenklatur), dan penghapusan alat kelengkapan dalam rangka mendukung
fungs serta tugas dan wewenang kelembagaan tersebut. Di MPR, alat
kelengkapan Badan Kehormatan dihapus karena dipandang alat kelengkapan
tersebut telah ada di lembaga DPR dan DPD yang anggotanya sebagai unsur
MPR. Di DPR dibentuk alat kelengkapan baru, yaitu Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap yang
berfungs untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dalam hal
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pengawasan penggunaan keuangan negara sehingga diharapkan keberadaan
alat kelengkapan ini berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparans
dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Selanjutnya, terdapat pula
alat kelengkapan di DPR yang mengalami pengubahan nomenklatur yaitu
Panitia Anggaran diubah menjadi Badan Anggaran, yang bermaksud untuk
menegaskan alat kelengkapan tersebut bersifat permanen. Di DPD
pengubahan terjadi pada nomenklatur panitia ad hoc yang diubah menjadi
panitia kerja, serta menghapus alat kelengkapan panitia kerja sama lembaga
perwakilan. Di DPRD terdapat penggantian nomenklatur panitia menjadi
badan agar lebih jelas keberadaan kelembagaan politiknya, yaitu Panitia
Musyawarah menjadi Badan Musyawarah dan Panitia Anggaran menjadi
Badan Anggaran. Berkaitan dengan alat kelengkapan di MPR, DPR, DPD,
DPRD provins, dan DPRD kabupaten/kota, perlu memperhatikan
keterwakilan perempuan sebagai pimpinan alat kelengkapan.

Dalam rangka penguatan fungsi legislas DPR sebaga suatu pelaksanaan
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses
perancangan, pembentukan, dan sekaligus pembahasan rancangan undang-
undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR
kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Artinya adalah bahwa
di satu sis kinerja DPR yang berkaitan dengan legislas diusahakan
seoptimal mungkin, tetapi di Sisi lain secara individua juga dituntut
tanggung jawab untuk menghasilkan produk legislas yang benar-benar
berkualitas serta benar-benar berorientas pada kebutuhan rakyat dan bangsa.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungs legislasi, kedudukan DPD perlu
ditempatkan secara tepat dalam proses pembahasan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan
DPD dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut sampal
pada pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta dalam proses
pengambilan keputusan.

Konteks penguatan DPRD dimaksudkan agar hubungannya dengan
pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi
satu sama lain. Konteks penguatan ini secara kelembagaan dilaksanakan
melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan
tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain sehingga pola
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keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat
memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesgahteraan
rakyat di daerah tersebut sehingga secara agregatif akan berkontribus
terhadap pembangunan nasional dan fundamental integras bangsa secara
keseluruhan.

Hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan sistem
pendukung yang menunjang fungs serta tugas dan wewenang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD. Perlunya dukungan yang kuat, tidak terbatas pada
dukungan sarana, prasarana, dan anggaran, tetapi juga pada dukungan
keahlian. Dengan demikian, perlu penataan kelembagaan sekretariat jenderal
di MPR, DPR, dan DPD, serta sekretariat di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota. Hal itu diwujudkan dalam pengadaan sumber daya manusia,
alokasl anggaran, dan sekaligus pertanggungjawaban publik unit pendukung
dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang
Maelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka
meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat,
lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah untuk
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan
daerah dalam melaksanakan tugasdanwewenang lembaga, serta
mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif
dan eksekutif, sertameningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja
anggota lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan
lembaga perwakilan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesgahteraan
rakyat.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Huruf a
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Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR
merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut
berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik
yang menggukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang
MPR perlu disediakan anggaran yang mencukupi sesua dengan
kemampuan keuangan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran MPR” adalah format dan prosedur pengelolaan
anggaran.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
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